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BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR /. TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PELALAWAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2024;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



S5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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Menetapkan

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun  2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014
Nomor 7);

17 .Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun
2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6);

18.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pelalawan
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN
2024.




KABAG HULUM ;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.
3

10.

11

12

13.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Pelalawan.

Bupati adalah Bupati Pelalawan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pelalawan.

Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten
Pelalawan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut RPJPD
Kabupaten Pelalawan adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disingkat RPJMD
Kabupaten Pelalawan adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan
Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah.

Kebjjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang




diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran sebelum disepakati dengan DPRD.

14. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja dan kegiatan Perangkat
Daerah serta rencana pembiayaan.

15.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang akan dan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir
RKA SKPD; dan

b. pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS serta
Rencana APBD.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

a. mewujudkan program pembangunan Daerah yang
sinergis, selaras, seimbang dan berkesinambungan,
sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang
tertuang dalam RPJMD; dan

b. sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam
menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan
melalui APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup RKPD meliputi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
RKPD Tahun sebelumnya dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan, Rancangan Kerangka
Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas
dan Sasaran Pembangunan, serta indikasi Rencana Program
dan Kegiatan Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Pasal 5

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Daerah Tahun
2021-2026.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 6
Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
terdiri dari :
a. BABI pendahuluan;
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BABII gambaran umum kondisi daerah;

BAB III kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah;

. BAB IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

BAB V rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
dan

g. BAB VII penutup.

0

0

Pasal 7

(1) Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBD Tahun
Anggaran 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
pada Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2\ Juli 2479

ﬁBUPATI PELA Awm,czé)

4§ ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2! Ul 771

Pj. SEKRF%R!S‘DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,
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A. KARIM .
BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR |5
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